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PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 2l TAHUN 2012

o TENTANG

- : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

= DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

g 5 BUPATI BENGKALIS,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 77 Peraturan,:~' o
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah, perlu diatur Petunjuk - Pelaksanaan Pajak Mlneral Bukan e

_Logam dan Batuan

bahwa berdasarkan : pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam -

“huruf “a,  perlu menetapkan - Peraturan Bupati tentang Petunjuk '
»Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; '

.Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republlk IndoneSIan ‘Tahun

1956 Nomor 25)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

-(Lembaran  Negara ‘Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
~ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3259);

' Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum -

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
“Indonesia. Nomor 3262) sebagalmana telah beberapa - kali diubah -

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
- 'Negara Tahun 2009 Nomor 62 ‘Tambahan Lembaran Negara‘

 Republik Indonesna Nomor 4953) ;

‘Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan ‘Kedua
“atas' Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan -

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran- Negara Republlk

- Indonesia Nomor 3987);

- Undang- Undang ‘Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak
- (Lembaran : Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran o
- Negara Nomor4189) S :

Undang- Undang ‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan

" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan -

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

~ atas Undang-Undang nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

. Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Negara Republlk lndonesna Nomor 4844)



',?;‘Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan,
“Keuangan - antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4438)

: ‘Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak dan Retribusi
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 5049);

.’f:]ifUndang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
 Peraturan Perundang- undangan -(Lembaran Negara ‘Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

: Republlk IndoneSIa Nomor 5234);

!Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

~Keuangan Daerah (Lembaran Negara" Republik  Indonesia Tahun

§ 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna

o Nomor 4578)

B

Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan  dan . Pengawasan Pennyelenggaraan Pemerintahan .

k -Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia . Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4593);
12,7
~+ . Urusan Pemenntahan “Antara Pemenntah Pemerintahan - Daerah

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

. Provinsi, dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

o ;Negara ‘Republik “Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 3 e
- ~ Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 4737) o
13. |

-~ Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara' .

S ~ Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneS|a Nomor- T

- 'Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

Peraturan Pemerlntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenls Pajak

. dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara ‘ Tt

ﬁ{f,f{jRepubllk Indonesna Nomor 51 79)

15,

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Normor 07 Tahun 2008
" tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

-~ Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008

16,

- Nomor07); S i e
-.‘-Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009;’- |

'tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran :

“ﬁfﬂ“jtentang Pajak Daerah  Kabupaten Bengkalls (Lembaran Daerahw
’ ,_ﬂKabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 11) ‘

Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 11 Tahun 2011



,_ Menetapkan

-3

e MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI 'BENGKALIS  TENTANG PETUNJUK‘

E PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KETENTUAN UMUM
 Pasal1

Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

| 9.

_ Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

Pemenntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagal -
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah : :

Bupatl adalah Bupatl Bengkalls

: vPejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu d| bldang :
- perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan,

'yang berlaku.

Dewan Pen/vakllan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagal unsur
»penyelenggaraan pemerintahan daerah.

f'Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkalls dengan persetUJuan .

bersama kepala daerah.
Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bengkalls atau badan

- yang diserahi wewenang dan tanggung Jawab sebaga| pemegang i

kas Kabupaten Bengkalls i , e
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontnbu3|

: ~waijib kepada daerah yang terutang oleh orang pnbadl atau badan
“.yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

‘mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan - untuki'

: keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang. merupakan 3
kesatuan, baik yang melakukan usaha “maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komandlter perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN),

~atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk
“apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan :

perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi social politik,

~ dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

~10. Pajak Mlneral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegaltan‘ T

_pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber
alam dldalam dan/atau permukaan bum| untuk dlmanfaatkan

11. Mlneral Bukan Logam dan Batuan adalah mlneral bukan Iogam dan 5

“batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-,_~“

‘ undangan di bidang mlneral dan batubara.

'12.Subjek Pajak adalah orang pnbadl atau badan yang dapat dlkenakan

pajak

13, Wajlb Pajak adalah orang pnbadl atau badan mellputl pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
‘perundang- undangan perpajakan daerah. : :



\j‘14 Masa Pajak adalah Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau‘f'k?a'

_ jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati pallng lama 3

- (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajlb Pajak untuk T

AR menghltung, menyetor dan melaporkan pajak terutang

o 15.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun _
‘kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang o

- tidak sama dengan tahun kalender. =~ RS S
. 16. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah S|stem yang akan

dikenakan kepada wajib pajak dalam memungut memperhltungkan . I

‘dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang

,17 Sistem self assessment adalah suatu sistem dlmana Wajlb pajak .

dlben kepercayaan untuk menghltung sendiri pajak yang terhutang

18 Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu"

- saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian

“tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-i

undangan perpajakan daerah.

19 Surat’ Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat BT
“SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
‘melaporkan- penghltungan dan/atau pembayaran: pajak, objek pajak

- dan/atau harga dan kewajlban sesuai dengan- ketentuan peraturan‘

perundang undangan perpajakan daerah.

= 20 Surat Setoran’ Pajak Daerah 'yang selanjutnya dlsmgkat SSPD
- adalah buktl pembayaran atau_ penyetoran -pajak yang telah.

~dilakukan dengan- menggunakan formulir atau. telah "dilakukan " .
~dengan cara lain ke kas daerah melaIUI tempat pembayaran yang e

dltunjuk oleh bupatl

_;21 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya S

- disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan :- .

besarnya ‘jumlah pokok pajak, " jumlah “kredit pajak Jumlah s
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sank3| admlnlstratlff.1 L

- dan jumlah pajak yang telah dltetapkan St

. -22 Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan selanjutnya':
~ disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan e

o tambahan atas jumlah pajak yang telah dltetapkan o

23 Surat Ketetapan Pajak Daerah N|h|| ‘yang selanjutnya dls1ngkat"_‘ff~" |

‘SKPDN, ' adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah -

~ pokok pajak sama besarnya dengan jumlah k kredlt pajak atau pa;ak o :

tldak terutang dan tidak ada kredit pajak.

: ,24 Surat Ketetapan Pajak 'Daerah - Leblh Bayar yang selanjutnya L
- disingkat SKPDLB, adalah surat ketétapan pajak yang menentukan. -

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih -

- besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang o

25.Surat Taglhan Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat STPD

" adalah. surat untuk melakukan tagihan pajak . dan/atau sanksr

admlnlstratlf berupa bunga dan/atau denda

26 Surat keputusan ‘pembetulan - adalah surat keputusan yang.
 membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
_-* dalam penerapan ketentuan tertentu. dalam peraturan perundang-. =
fundangan perpajakan daerah - yang terdapat dalam surat -
- pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat
‘ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah. -

~ kurang bayar tambahan, surat: ketetapan pajak daerah nihil, surat
.. ketetapan pajak daerah lebih - bayar, surat taglhan pajak daerah
surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan o



o ;fl 27 Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan R
Sl _‘kterhadap 'surat pembentahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak e
- daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar surat ketetapan- . .

Li:(pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah -

w’[nlhll surat ketetapan pajak ‘daerah Ieblh bayar, atau terhadap

- ';~v‘f”_fpemotongan atau pemungutan oleh plhak ketlga yang dlajukan olehfk

S Wajlb pajak

1 i>}.28 Keputusan bandlng adalah putusan badan peradllan pajak atas‘,k;ff’lzl_,
~banding terhadap surat keputusan keberatan yang dlajukan olehy,,:rg

Wajlb paJak

s 29 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dllakukan secara:
. teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang -
mellputl harta, ‘kewajiban, modal, penghasuan dan biaya, serta .
L Jumlah harga - perolehan dan penyerahan barang atau jasa, ‘yang -

_ditutup' dengan menyusun Iaporan keuangan berupa neraca dan, Sl

~ laporan laba rugl untuk penode tahun pajak tersebut

o 30 Pemungutan ‘adalah 'suatu " rangkaian keglatan mulan dari i
e ;;penghlmpunan data objek dan subjek pajak’ atau retribusi, penentuan e
. besarnya pajak atau terutang sampai keglatan penaglhan pajak atau.

' retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. - -
e 31 Pemenksaan ‘adalah  serangkaian kegiatan  untuk mencarl‘ .

e f;OBJEK SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

: ’1}}(1) Dengan nama Pajak Mlneral Logam dan Batuan dlpungut pajak atasiz e
‘ setlap keglatan pengambllan Mlneral Bukan Logam dan Batuan ‘

£ ',(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Keglatan e

N *;pengambllan Mlneral Bukan Logam dan Batuan yang mellputl
- asbes e e : S
batu tulls

batu setengah permata (i
i fbatu kapur S

. batu apung .
‘ fbatu permata

o vbentonlt
: :,""dolomlt

o erld spar

N ‘garam batu (hallte)

e

; }fgraflt

f’»i\,granltlandeSIt e e
gips :

kalsit;
;lkaolln

leusit;

St mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajlban perpajakan*t; 5 “
A o daerah berdasarkan peraturan daerah |n| L ?
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(3) leecuallkan dari objek. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan_' '} o

.}:-fruh‘agh(’é‘si,t; S
. -mika;

marmer;

pitrat; .

o’psidi‘en;‘ |

-ioker :

‘ paS|r dan benkll

“pasir kuarsa

perlit;

~_§hospat

talk; .
-t tanah serap (flller earth)
.“tanah dlatome B
.tanah llat ‘

. tawas (alum)

tras; =

.yarro‘slf; i

. zeolit;

_‘b‘a;ska_l‘;_' ,\

fraktit; dan |

mineral bukan logam dan batuan sesual dengan peraturan
perudang undangan o

sebagalmana dimaksud pada ayat (2) adalah

a.

Keglatan pengambllan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
nyata- nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, - seperti-

. - kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga,

~pemancangan - tiang listrik/ telepon, penanaman kabell
_Ilstnk/telepon penanaman pipa air/gas; dan . S

Keglatan pengambllan Mlneral Bukan Logam dan Batuan yangx

- merupakan ikutan dari - pertambangan Ialnnya yang tidak
jldlmanfaatkan secara komersnal ' BRI ST

~Pasal 3

(1) Subjek Pajak Mlneral Bukan Logam dan Batuan adalah orang prlbadl |
atau ‘Badan yang dapat mengambll Mlneral Bukan Logam dan»
Batuan; - : : , . ,

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang prlbadlu
atau Badan yang mengambll Mineral Bukan Logam danBatuan. -~

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF, DAN HARGA STANDAR

Pasal 4 B

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah‘
Nilai Jual Hasil Pengambllan Mmeral Bukan Logam dan Batuan (L



(2) N|Ia| jual sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlhltung dengani -

mengallkan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar
-atau harga standar masmg masmg Jems Mlneral Bukan Logam dan
~ Batuan. T : ,

- (3) Nilai pasar Sebagalmana ‘dlmaksud pada ayat (2) adalah harga ra‘ta-

rata yang berlaku d| lokasi setempat di wilayah Daerah.

(4) Dalam hal nilai pasar dan hasil produksi Mineral Bukan Logam dan
- Batuan - sebagaimana dlmaksud pada - ayat - (3) ‘sulit diperoleh,
» dlgunakan harga standar yang ditetapkan . oleh instansi yang
- berwenang dalam bldang pertambangan Mineral Bukan Logam dan

f ;Batuan ‘ b
e Pasa|5

"'Tanf Pajak Mlneral Bukan Logam dan Batuan dltetapkan sebesar 25%
‘(dua puluh I|ma persen) 8 : : v ‘

5 : : Pasal 6 :
s Besaran pokok PaJak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang}

dihitung dengan cara mengallkan tarlf pajak sebagalmana dimaksud . -

- dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagalmana dlmaksud

~“dalam Pasal 4.

. Pasal 7 ,
‘ Nllal pasar atau harga standar Mlneral Bukan Logam dan Batuan adalah:

_BAHAN GALIAN | HARGASTANDAR _ _KETERANGAN
Gran:t/Andesnt _ Rp. 280 000,00 .| . PerKubik
Pasir S S e Rp. 140.000,00 | Per Kubik .
Kerki | Rp.300000,00 | PerKubk |
Tanan Rp. 90.00000 |  PerKubik
| . BABNV.
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal8 ’

(1) Setlap Wajlb Pajak Wajlb mendaftarkan usahanya kepada,;. L
' Pemerintah’ Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam

: jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tlga puluh) harl sebelum . .

\ dlmulalnya keglatan usahanya _ A
(2) Apabila Wajlb pajak tldak melaporkan sendln usahanya sebagalmana :

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah akan - - o

= mendaftar usaha Wajlb pajak secara jabatan

(3) Pendaftaran usaha sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) pasal ini,
' dllakukan sebagal berikut :- .

. a Pengusahalpenanggung Jawab “atau kuasanya mengamb|I
"~ . mengisi- dan ‘menandatangani formulir pendaftaran - yang
'disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. :

" b. Formulir pendaftaran ‘yang telah diisi. dan ditandatangani
disampaikan kepada Dlnas Pendapatan Daerah dengan
melampirkan : . o _

(1) Rekomendaél Camat setempat
(2) Fotocopy Surat Izm Usaha (apablla ada)



8 .

(3)Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penérima
kuasa dan; : , .

| (4) Surat Kuasa (asli) bermateral Rp 6 000 (enam nbu ruplah) apablla'[

- pemilik/penanggung jawab berhalangan dan disertai foto copy KTP
: pemben dan penerima kuasa ‘ ,

Pasal 9

(1)Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang “ada pada
formullr pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbltkan

a. Surat Pengukuhan sebagai Wajlb pajak; dan ;
" b. Kartu Nomor Pokok Wajlb Pajak Daerah (NPWPD)

. \ _BABV -
- PELAPORAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN
» - PAJAKDAERAH (SPTPD)

~ Pasal10
}(1) Waijib Pajak Mlneral Bukan Logam dan Batuan melaporkan

’ penghltungan dan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan o

Batuan yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

(2) SPTPD diisi dengan Jelas Iengkap, dan benar serta dltandatangam ’
‘oleh wajib pajak/kuasanya dan disampaikan ke Dinas- Pendapatan

Daerah selambat—lambatnya tanggal 15 bulan benkutnya

(3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur,
-~ waktu penyampalan SPTPD jatuh pada harl kerja sebelumnya

Pasal 11

‘(1) Penyetoran Pajak selambat—lambatnya tanggal 20 bulan benkutnya :

(2) Keterlambatan penyetora_n pajak, - akan dlkenakan sanksi denda
tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari Pokok Pajak dan
“maksimal keterlambatan selama 15 (Ilma belas) bulan.

o (3) Pengenaan ‘denda keterlambatan akan mempergunakan Surat

Taglhan Pajak Daerah (STPD)

o (4) Bendahara Pengeluaran pada setlap Satuan Kerja Perangkat Daerah

wajib menyetorkan ‘Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas
- nama Wajib Pajak dari setlap keglatan yang mempergunakan dana
APBD ke kas Daerah _ » ,

: ~BABVI
PEMBUKUAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

Baglan Kesatu :
Pembukuan

Pasal 12

(1) Wajib Pajak dlwajlbkan menyelenggarakan pembu'kuah yarrig‘cukup, ‘

sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang laznm dalam
mencatat penenmaan dan pengeluaran usaha.

(2) Pembukuan dlmaksudkan untuk mempermudah Wajlb ‘Pajak dalam -

mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas
Pendapatan Daerah dalam melakukan pembmaan dan pengawasan

ENt terhadap omzet usaha Waijib Pajak yang menjadl dasar pengenaan

pajak untuk setlap masa pa;ak ‘



; .(3) Apablla Waijib Pajak tldak dapat menunjukkan pembukuan pada saat' »

pemerlksaan maka Jumlah penjualan terhutang pajak akan
dltetapkan secara Jabatan ’ . :

Baglan Kedua
Tata Cara Pemenksaan _

Pasal 13

1(1) Dlnas Pendapatan Daerah bewvenang melakukan pemenksaan

—untuk menguiji kepatuhan Wajlb Pajak dalam menjalankan kewajlban
perpajakan . : o

o f(‘2) Tata cara pemenksaan pajak dan pelaporan hasﬂ pemenksaan serta

- tindak lanjut pemerlksaan pajak di tuangkan dldalam Benta Acara
hasﬂ Pemenksaan : i 3 . :

BAB V||
PENYIDlKAN
' Pasal 14

o ;, -"(1) Pejabat Pegawal Negen Slpll dlllngkungan Pemenntahan Daerah ”
% diberi Wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan
. penyidikan tindak - pidana Perpajakan ‘Daerah sebagaimana diatur .

dldalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

  1 '(2) Prosedur penyldlkan wewenang penyldlk dan tmda‘k’ “la'njut, ‘

penyldlkan mengacu kepada ketentuan yang berlaku

TR BABVIII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Baglan Kesatu
Pengawasan

Pasal 15

i ._Pengawasan admlnlstraSI dllakukan terhadap ,
o ",a Status penyelenggaraan usaha Mmeral Bukan Logam dan Batuan

4 b Pembayaran dan penaglhan pajak yang terutang sesual dengan »

ketentuan yang berlaku

Pasal 16

 .{; (1) Setlap Petugas Dlnas Pendapatan Daerah Wajlb melakukan )

i _pengawasan dllapangan terhadap

a PengoperaSIan usaha Mmeral Bukan Logam dan Batuan G

i termasuk fasilitas Mineral Bukan Logam dan Batuan
' b Izin usaha Mmeral Bukan Logam dan Batuan
c Pemungutan dan pembayaran pajak

(2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagalmana dlmaksud pada : .

e ,,ayat (1)1 |n| dllakukan untuk menllal sebagal berlkut
a. Pemlllkan masa berlaku |zm |

b, Operasmnal -
_ : ;‘Q’c Pembukuan bl" dan tanf Mlneral Bukan Logam dan Batuan dan
S d.‘Kepatuhanpemun‘gutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
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(3) Apablla dalam melakukan pengawasan sebagaimana dlmaksud“
-dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib
' melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.

(4) Apablla dalam melakukan pengusutan sebagalmana dlmaksud pada
-+ ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai
U sebagal dasar untuk menerbltkan SKPDKB SKPDKBT STPD

: Baglan Kedua_
‘Penertiban
Pasal17. |
Penertiban usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan -
,,terhadap ' - , '
a. Penyalahgunaan |Z|n yang dlbenkan !
b. Habis masa berlaku lzm >
A ¢. Kegiatan yang tidak sesual dengan izin usaha -
Cod. Pengopera5|an fasilitas yang tidak sesual dengan perlzman
e.

Wajib Pajak tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak
- daerah; , B .

f. Wajib Pajak melakukan pungutan pajak tetapi tldak melakukan

- " - penyetoran baik seluruh atau sebagian ke Bendahara Penerimaan
-+ Dinas Pendapatan Daerah atau Pembantu Bendahara Penenmaan di
Gl Kecamatan v . ~ : :

Pasal 18

- -j‘_(1)Penert|ban terhadap usaha Mlneral Bukan Logam dan Batuan

'sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dalam -
“bentuk penyegelan dan penutupan usaha. -

‘(2) Sebelum dllaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Mlneral
Bukan Logam dan Batuan, wajib pajak terlebih dahulu dlbenkan surat
“teguran (I, lI 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. ’

| (3) Surat teguran sebagalmana dimaksud pada ayat (2) d|$|apkan oleh 4
[instansi terkait. - o .

 §7(4) Penyegelan terhadap usaha Mlneral Bukan Logam dan Batuan_
- dilakukan apabila Wajlb Pajak secara tegas tldak melaksanakanv .

kewajlbannya . = ‘
S (5) Penyegelan dISIapkan atas nama Bupati atau pejabat yang dltunjukv o
dan dilaksanakan oleh mstansn lnstanSI yang terkalt : :

| Pasal 19 L |

Usaha Mineral - Bukan Logam dan Batuan yang telah dlsegel
penyelenggara masih dlberlkan kesempatan untuk:

'f,a.j_ Mengurus izin atau memperpanjang |Z|n yang telah berakhlr masa '.
-« berlakunya. - e : , : ' ~
o b, Menyesualkan perubahan fasmtas yang dloperaS|kan dengan izin
o *n_yang telah diberikan. - ; , _

2 c Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesual
dengan ketentuan berlaku : :



Pasal 20 , )

: '(1) Apablla penyelenggara usaha Mlneral Bukan Logam dan Batuan B
“tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka
‘usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dlSlta sesuai dengan R

" ketentuan yang berlaku.

(2) ‘Penyltaan usaha Mlneral Bukan Logam dan Batuan di blayal
- ‘-,'Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ' DU

f(3), Penyitaan usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan harus '
o ;fberdasarkan Surat Perlntah Bupatl atau Pejabat yang dltunjuk ‘

3 BAB IX .
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenal ]

- teknis pelaksanaan pemungutan akan dl atur Ieblh Ianjut dalam peraturan L
tersendlrl : , =

| BABx" ,_
PENUTUP

Pasal 22

S ‘,Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal 1 Januan 2012

' -Agar setlap orang mengetahw memermtahkan pengundangan Peraturan»: S £

o : /Bupatl ini dalam Benta Daerah Kabupaten Bengkalls

i VDltetapkan di Bengkalls

. BUPATI BEN

H. HER YAl SALEH

Dlundangkan dl Bengkalls )
‘pada tanggal 12 ApRIL w0l

- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- —Drs. H. ASMARAN HASAN

' PEMBINA UTAMA MADYA -
 NIP.19550720 198003 1 008

’ ,BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS N

°'11AHUN2mzN0M0R-m-

= ~.pada. tanggal 12 APMW“?”’"" A




